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Pagal 27
(1} Jems Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/.JJasa Lainnya terdiri atas;
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabunpan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
(2)  Jemis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdin atas:
a. Lumsum;
b.  Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan
ruang linglup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan
tetap dalam batas wakiu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berilout:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penvedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesual dengan
Kontrak.

{4) HKontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huraf b  merupakan  kontrak  Pengadaan
Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsar
pekerjaan  dengan  spesifikasi  teknis  tertentu  atas
penyvelesaian scluruh pekenjaan dalam batas waktu vang
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berilouat:

a. volume ...
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a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama
atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

(5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
Kontrak Penpgadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1
isatu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(6) Kontrak Terima Jadi (Tumkey) sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan
Pelkerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampal seluruh
pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
sesual kesepakatan dalam Kontralke,

(7] Kontrak Payung scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul e dan ayat (2] hurufl ¢ dapat berupa kontrak harga
satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa
yvang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan schbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huraf b merupakan Kontrak Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya
belum bisa didefinisikan dengan rinei dan/atau walktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum

bisa dipastikan.
(@) Kontrale ...
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Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yvang membebani lebih dari 1 {satu) Tahun
Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua
belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran,

atan

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk jangka walitu lebih dari 1 {satu)
Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun

Anpggaran.

Pasal 28
Bentuk Kontrak terdiri atas:
a. bukti pembelian/pembayaran;
b. lkuitansi,
c. Surat Perintah Kerja (SPK);
d. surat perjanjian; dan
e, surat pesanan.

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa digunekan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah).
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dipunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak RpS50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

(4) SPK ...

jdih.lkpp.go.id




FPRESIDER
REPUBLIK INDOMESLA

- 3 =

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl c
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (scratus juta
rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (ima puluh juta
rupiah), sampal dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5] Surat perjanjian sebagasimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedildt di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di
atas Rpl100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui
E-purchasing atau pembelian melalui toko daring,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk  kontrak
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen
pendulcung Kontrale, distur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan  di bidang

keuangan negara dan/atan menteri yang
menyelengearakan urusan di bidang pemerintahan dalam
negeri.

Pasgal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan.

(2] Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling linggi 30% (Hga puluh persen) dari nilai
kontrak untuk usaha kecil;
b. paling ...
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b. paling tinggi 20% {dua puluh persen) dar nilad
kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa
Konsultansi; atau

c. paling tingegi 15% (lima belas persen) dar nilai
kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 30
(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdir atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Sanggah Banding;
o. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka; dan
e. Jaminan Pemeliharaan.

(2] Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan Jaminan Sanpgah Banding sebapaimana
cdimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi.
(3] Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bank garansi atau surety bond.
(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat:
tidalc bersyarat;
mudah dicairkan; dan

¢. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah
pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak vyang
diberi kuasa olch Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan ...
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Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan
Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan

Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,
Perusahaan Asuransi, lembags keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat
digunakan untuk semua jenis Jaminan,

Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayvaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang
memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di
Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

Jaminan Penawaran scbagaimana dimalksud dalam Pasal
30 ayat (2} diberlakukan untuk nilai total HPS paling
sedikit di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiahl).

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% [tiga persen)
dari nilai total HPS.

Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan
Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besarmya antara 1% (satu persen] hingga 3% (tipa persen)
dari nilai Pagu Angparan.

Pasal ...

jdih.lkpp.go.id




o

ok

-

PRESIDEM
REPUBLIK INDONES|A

-2
Pasal 32

(1) Jaminan Sanggah Banding sebhagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen| dari nilai total
HPS.

(2) Untuk Pekerjman Konstruksi terintegrasi, .Jaminan
Sangpah Banding schagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2] besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu
Anggaran,

Pasal 33

(1} Jaminan Pelaksanaan sebagamimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1} huwmuf ¢ diberlakukan untuk Kontrak
Penpadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200,000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah
dikuasai oleh Penpguna; atan

b. Pengadaan Barang/Jasa melalul E-purchasing.

{3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai
berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah B0%
(delapan puluh persen] dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan scbesar 5% (lima persen) dar nilai total
HPS.

(4) Besaran ...
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(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh
persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
nilali Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar
2% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh
persen] dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu
Anggaran.

(3) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah
terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 34
(1) Jaminan Uang Muka sebapaimana dimalcsud dalam Pasgal
30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK
senilal nang muka.
(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} bertahap dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 35

(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan
Konstruksi atau Jasa Lainnya vang membutuhkan masa
pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi
pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hernd
Ouer.

(2] Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan 14 [empat belas) hari kerja setelah masa

pemeliharaan selesai.

(3) Besaran ...
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Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai kontrak.

Pasal 36

Sertifikat Garansi  diberikan terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangka wakiu tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.,

Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara

sah oleh produsen.

Pazal 37

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak
dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
berdasarkan Wakiu Penugasan sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan yvang telah tercantum
dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan
Dokumen Pemilihan: dan

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dekumen
Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kontrak.

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyesuaian harga diberlalukan pada Kontrak
Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari

18 (delapan belas) bulan;
b. penyesuaian ...
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penyesuaian harga -sebagaimana dimaksud pada
hurul a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas)
scjak pelaksanaan pekerjaan;

penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kepgiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost),
dan harga satuan timpang sebagaimana tercanbam

dalam penawaran;

penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
Kontralk;

penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yvang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
jenis pekerjaan baru dengan harga satuan bara
sebagal akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani; dan

indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal

kontrak dan realisasi pekerjaan,

Pasal 38

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a.
+3

=

E-purchasing,
Pengadaan Langsung;
Penunjukan Langsung;
Tender Cepat; dan

Tender.
(2) B-purchasing ...
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(2) E-purchasing schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Kuﬁstruksj,.l'.}asa Lainnya vang sudah tercantum dalam
katalog elektronik.

{3) Pengadaan Lanpgsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} bhuruf b dilaksanakan wuntuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banvak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4] Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} bhuruf ¢ dilaksanakan wuntuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(9} Kriteria Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi;
a. penyelenggaraan penviapan kegiatan yang mendadak
untuk menindaklanjutl komitmen internasional yang

dihadiri oleh Presiden/Waldl Presiden;

b. barang/jasa yvang bersifat rahasia untuk kepentingan
Megara meliputt  intelijjen, perlindungan saksi,
pengamanan Presiden dan Walkil Presiden, Mantan
Presiden dan Mantan Walkil Presiden beserta
keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain
bersifal rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan
satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tangpung jawab atas risiko kegagalan bangunan vang
SECATH keseluruhan tidak dapat
direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/ ...
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d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
Yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul vang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk
vang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara tepat dan  cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
hngkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah wyang dilaksanalkan oleh
pengembang yang bersangkutan;

g£. Barang/Pekerjman KonstruksifJasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang halk paten, atau pithak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atan pihak
yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan
izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya yang
setelah  dilakukan Tender ulang mengalami
kegagalan.

(6] Tender Cepat scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat

ditentultan secara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia.

(7] Tender sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanalkan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksuad pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal ...
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Pasal 39

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pckerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a, Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

¢. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai dipunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang
memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor
umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operas
tertentia.

{4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di
antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 40

(1} Metode penyampaian dokumen penawaran dalam
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa
Lainnya dilakukan dengan:

a. 1 (satu) file;
b. 2 (dua) file; atau
c. 2 (dua) tahap.
(2] Metode satu file digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang
menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(3) Metode ...
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Metode dua file digunakan untuk Pengadaan

Barang,/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang

memerlukan penilaian teknis terlebih dahuha,

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya  yang

memiliki karakteristik sebagai berikuat:

a. spesifikasi tcknisnya belum bisa ditentukan dengan
pasti;

b. mempunyai beberapa alternatii penggunaan sistem
dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

c. dimungkinkan  perubahan  spesifikasi  teknis
berdasarkan lklarifikasi penawaran teknis yang
diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 41

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdini atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

¢. Penunjukan Langsung,

Selelkksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling
sedikit di atas Rpl100.000,000,00 [seratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai sampai dengan paling banyak Rpl00.000.000,00
{seratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam

keadaan tertentu.

(5} Kritenia ...
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(5) Kriterina Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) pemegang hak cipta vang telah terdaftar atau
pihak vang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliput
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter
vang tdak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi pugatan dan/atau tuntutan hukum dari
pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak
dapat ditunda; atau

d. Permintaan berulang (repeat order] untuk Penyedia

Jasa Konsultansi yang sama.

() Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk
Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada
ayat [5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 {dua)
leali.

Pasal 42

(1) Mectode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi
dilakukan dengan:

a. HKualitas dan Biays;
b. Kualitas;
c. Papu Anggaran; atau

d. Biaya Terendah.
(2) Metode ...
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(2] Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk
pekerjaan vang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli,
dan  waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK.

(2} Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang
ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan wakiu
penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan
pasti dalam KAK atau untulk pekerjaan Penyedia .Jasa

Konsultansi Perorangan.

(4] Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk
ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh
melebihi Pagu Anggaran.

[5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanyva digunakan untuk

pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 43
(1} Metode penyampaian dokumen penawaran pada
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan
Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan
metode satu file.
(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi
menggunakan metode dua file.

Pasal 44

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan
usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau
prakualifikasi.

(3) Pascakualifikasi ...
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(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan
pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk Pengadaan yvang bersifat tidak kompleks; atau
b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

(4] Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

cvaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem
gugur.
() Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan
sebagai beriloat:
a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seclcksi Jasa Konsultansi Badan Usaha: atan

c.  Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa
Konsultansi Perorangan /Jasa Lainnya,

{6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebapaimana dimalksud
pada ayat (3] dilakukan sebelum pemasukan penawaran
dengan menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk
Penyedia Jasa Konsultansi.

(7} Hasil prakualifikasi menghasillkan:

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; atan
b. daftar pendck peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

{(8) Dalam ...
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(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian
kualiffkasi.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan
kualifilasi yang diskriminatifl dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat  kompleks
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf a adalah
pengadaan Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya
yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain kKhusus,
dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana

cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa.

Pasal 45

Jadwal pemilihan untuk sctiap tahapan ditetapkan

berdasarkan alokasi waktu vang cukup bagi Pokja Pemilihan
dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan,

Pazal 46

Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan

b. Dokumen Tender/Scleksi/ Penunjukan Langsung/
Penpgadaan Langsung.

BAB ...
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BAB V1

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

Pelaksanaan Swakelola tipe [ dilakukan dengan ketentuan

schagai berikut:

a. PA/KPA dapat menggunalkan pegawal
Kementerian / Lembaga / Peranghkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

¢, Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini.

Pelaksanaan Swakelola tipe 1 dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  lain
pelaksana Swakelola; dan

h. PPK menandatanpgani Kontrak dengan Ketua Tim
Pelaksana Swakelola sesuail dengan kesepakatan
kerja sama scbagaimana dimaksud pada huruf a.

Pelaksanaan Swalkelola tipe I dilaleukan berdasarkan
Keatrak PPK dengan pimpinan Ormas.

{4) Pelaksanaan ...
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(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan
Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe [I sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tipe Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontralk
sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh
melahn Penyedia.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakelola

Pasal 48

Pembayaran Swakelola dilakukan sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara
berkala.

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola
kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas sccara

berkala.

BAE ...
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BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /.JASA MELALUI
PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 50
(1} Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
a, Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atan Undangan;
¢. Pendaftaran dan Pengambilan Dolkumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Doltumen Penawaran;

g.  Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pelaksanaan pemilihan  Pekerjaan Konstruksi
ditambahlkan tahapan SBanggah Banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilalkukan
klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan
biaya setelah masa sangeah selesail.

(4) Pelaksanaan pemilihan melala Tender Cepat dengan
ketentuan sebagal berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi
Kinerja Penyvedia,
b. peserta hanya memasukan penawaran harga;

¢, evaluasi ...
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c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;

dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah.

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,
kepala lembaga, atau kepala dacrah.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan
mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha vang dipilih, dengan
disertai negosiasi teknis maupun harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai
berilcut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang
menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b, permintaan penawaran yang disertai dengan
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada
Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang
menggunakan SPK.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP
divmumkan,.

(9] Untuk barang/jasa yang kontraknya harus
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setclah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan ...
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(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilakukan sctelah RUP diumumkan terlebih dahulu
melalui aplikasi SIRUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Bapgian Kedua

Tender/ Seleksi Gagal

Pasal 51

{1} Prakualifilkasi gagal dalam hal:

Hi.

setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikass;

atau

jumlah peserta vang lulus prakualifikasi kurang dari
3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a.

b.

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
PENAWArAan setelah ada  pemberian waktiu
perpanjangan;

tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan

atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini;

seluruh  peserta  terlibat Korupsi, Kelusi, dan
Nepotisme (KKN);

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak
aschat;

g. seluruh ...
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g. selurubh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan
Kongtruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau

i. KKN melibatlan Polja Pemilihan/PPK.

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Tender/Seleksi gapal scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh
Pokja Pemiliban.

Tender [ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a, setelah prakualifikeasi ulang jumlah peserta yang
lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi
dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang
lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses
Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebapaimana

dimaksud pada ayat (2), Polga Pemilihan segera

melakukan:

a. evaluasi penawaran ulang;

h. penyampaian penawaran ulang; atau

ec. Tender/Seleksi ulang,

Evaluasi penawaran ulang scbagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan

kesalahan evaluasi penawaran.

(8) Penyvampaian ...
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(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat {6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan
huruf h,

(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
{6) hurufe, dilakukan untuk Tender/Seleksi pagal
sehagamimana dimaksud pada ayat (2) huraf b, huruf ¢,
huruf e, huruf {, huruf g, dan huruf 1.

(10} Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud
pada avat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan
kriteria;

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b, tidak cukup waktu unituk melaksanakan
Tender/ Seleksi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 52

(1) Pelaksanaan Kontralk terdiri atas:

a. Penctapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/.Jasa
(SFPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

¢,  Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e, Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemuiusan ...
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h. Pemutusan Kontrak;
i.  Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
j.  Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian  atau
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal
belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia
anggaran  belanja  yang  dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53

(1) Pembayaran prestasi peketjaan diberikan kepada
Penyvedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang
muka, retensi, dan denda.

(2] Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5%
(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan
Pekerjaan Konstruksi atau .Jaminan Pemeliharaan Jasa
Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan,

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sehagian pekerjaan
kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor

sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam
bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran herdasarkan tahapan penyclesaian

pelerjaan termin; atau

c. pembayaran ...
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¢, pembayaran secara sekaligus getelah penyelesaian
pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifalnya
dilakkukan pembayaran terlebih dahulu sebelum
barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan
jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

(6) Pembayaran dapat dilaloukan untulk peralatan dan/atau
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah
dicantumban dalam Kontrak.

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilalukan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Kontrak

Pa=sal 54

{1} Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada samt pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

lapanpan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(2} Dalam ...
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(2] Dalam hal perubahan kontrak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan  kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%
{sepuluh  persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontralk awal,

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 55

(1} Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak
dapat dihentikan,

(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak.

[3] Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun
Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur
dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh

Penyelesalan Kontrak

Pasal 56

{1} Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
sampal masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK
mentlai  bahwa Penyedla mampu menyelesaikan
pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan.

(2} Pemnberian ...
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(2) Pemberian  kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

mengatur wakiu penyelesaian pekerjaan, pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyvedia, dan

perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3] Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran,.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pelkerjaan

Pasal 57

(1) Setelah pekerjaan selesal 100% [seratus persen) sesual
dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang
diserahkan.

(3} PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah

Terima.

Pasal 58

{1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHF untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa wyang

alkan diserahterimakari.

(3] Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditnanghkan dalam Berita Acara,

BAB ...
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BAB VIl

PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penpgadaan Barang/Jasa

Dalam Rangka Penanganan Keadaan Dararat

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untulk
keselamatan /perlindungan  masyarakal atau warga

negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau
luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan

harus dilakukan segera.
(2) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana

sosial;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publil;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
neperi, dan/atau pemberlakuan kebijakan
pemerintah asing yang memiliki dampak langsung
terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara

Indonesia di luar negeri; dan/atau

e, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain

vang terkena bencana.

[3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurufa dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Keadaan ...
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